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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah tindakan  dari seseorang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran   terhadap suatu  ketentuan, sehingga dengan  adanya   pelanggaran  tersebut   telah menimbulkan kerugian pula bagi orang lain.

Pengertian  melawan hukum yang dikemukakan  oleh   Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), yang secara jelas menyebutkan akibat dari adanya tindakan atau kesalahan seseorang  tersebut menimbulkan  kerugian bagi orang lain dan mewajibkan  orang yang karena perbuatannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Perbuatan   melawan   hukum dalam   arti  sempit  diartikan bahwa "orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang  lain  atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri".
 Pengadilan dahulu menafsirkan melawan hukum sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaran perundang- undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.

Setelah  adanya Arrest dari Hoge Raad  1919  Nomor 110  tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian  perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu hal berbuat atau tidak berbuat  itu adalah  melanggar hak  orang lain, atau itu adalah bertentangan  dengan kewajiban  hukum dari orang yang berbuat (sampai  di sini  adalah merupakan perumusan dari pendapat  yang sempit), atau  berlawanan  baik  dengan   kesusilaan maupun  melawan   kepantasan yang seharusnya  ada  di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain)".10
Pengertian perbuatan melawan hukum dalam  arti luas berdasarkan pernyataan di  atas,  bahwa  perbuatan  itu tidak saja melanggar hak orang  lain  dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat,  tetapi perbuatan  itu  juga  berlawanan dengan kesusilaan  dan kepantasan terhadap  diri  atau benda   orang  lain,  yang seharusnya  ada   di dalam masyarakat, dalam arti bertentangan  dengan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, seperti adat istiadat dan lain-lain.

Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut : 

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. 

Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. 

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (inbreuk op eens anders recht) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak- hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut :

Hak- hak pribadi (persoonlijkheidscrechten). 

Hak-hak kekayaan (vermogensrecht). 

Hak-hak kebebasan. 

Hak atas kehormatan dan nama baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri  juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (rechtsplicht) dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum”, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (wettelijk plicht), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (wettelijk recht). Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah onrechtmatige daad, bukan onwetmatige daad.
Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Karena itu, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan itu telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1365 KUHPerdata. 

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini disebut dengan istilah zorgvuldigheid yang juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian atau keharusan dalan pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.
Abdulkadir  Muhammad berpendapat, bahwa  perbuatan melawan hukum dalam arti sempit hanya  mencakup  Pasal 1365  KUHPerdata, dalam  arti pengertian   tersebut dilakukan  secara terpisah antara kedua pasal  tersebut. Sedangkan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas  adalah merupakan penggabungan  dari  kedua  pasal tersebut. Perbuatan   dalam  arti perbuatan  melawan   hukum meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa  asli bahasa  Belanda  daad (Pasal  1365)  dan perbuatan negatif,  yang  dalam  bahasa  asli bahasa   Belanda nataligheid (kelalaian)  atau  onvoorzigtgheid (kurang  hati-hati)  seperti ditentukan dalam  Pasal 1365 KUHPerdata.

Pasal 1365 KUHPerdata untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan dalam Pasal 1366 KUHPerdata itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran  kedua pasal ini mempunyai  akibat  hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian. Perumusan  perbuatan positif Pasal 1365 KUHPerdata dan perbuatan negatif Pasal 1366 KUHPerdata  hanya mempunyai  arti sebelum ada putusan  Mahkamah  Agung Belanda  31 Januari  1919,  karena pada waktu  itu pengertian  melawan hukum (onrechtmatigedaad)  itu  masih sempit. Setelah pada putusan Mahkamah Agung  Belanda tersebut, pengertian melawan hukum itu sudah menjadi lebih  luas. Ketentuan Pasal 1366  KUHPerdata itu sudah termasuk pula dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerdata.

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum  di atas,  baik yang secara etimologi,  KUHPerdata, keputusan Mahkamah Agung Belanda  dengan Arrestnya  tanggal  31 Januari 1919  dan  pendapat  para sarjana hukum, walaupun saling berbeda antara  satu sama lainnya,  namun mempunyai maksud dan tujuan  yang  sama, yaitu   memberi  penegasan  terhadap tindakan-tindakan seseorang yang telah melanggar hak orang lain atau  yang bertentangan dengan   kewajiban   hukumnya    sendiri, sementara tentang hal tersebut telah ada aturannya  atau ketentuan-ketentuan   yang mengaturnya,   baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti adat kebiasaan dan lain sebagainya.

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-unsur  yang  harus dipenuhi  agar  seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan  hukum ialah :

Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig).

Unsur pertama ini, sebenarnya terdapat dua pengertian, yaitu perbuatan dan melawan hukum. Keduanya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu dengan cara penafsiran bahasa, melawan hukum menerangkan sifatnya dari perbuatan itu dengan kata lain melawan hukum merupakan kata sifat, sedangkan perbuatan merupakan kata kerja. Sehingga dengan adanya suatu perbuatan yang sifatnya melawan hukum, maka terciptalah kalimat yang menyatakan perbuatan melawan hukum. 

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, hanya meliputi hak orang lain, dan kewajiban si pembuat yang bertentangan atau hanya melanggar hukum/undang-undang saja. Pendapat ini dikemukakan sebelum adanya arrest Hoge Raad Tahun 1919. Sedangkan dalam arti luas, telah meliputi kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang-barang orang lain. Pendapat ini dikemukakan setelah pada waktu arrest Hoge Raad Tahun 1919 digunakan.

Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.

Kerugian yang dimaksud di dalam unsur kedua ini, undang-undang tidak hanya menjelaskannya tentang ukurannya dan yang termasuk kerugian itu. Undang-undang hanya menyebutkan sifat dari kerugian tersebut, yaitu materiil dan immateriil. “Kerugian ini dapat bersifat kerugian materil dan kerugian immateril, apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang sehubungan dengan perbuatan melawan hukum”.

Termasuk kerugian yang bersifat materil dan immateril ini adalah :
Materil, maksudnya bersifat kebendaan (zakelijk). Contohnya : Kerugian karena kerusakan tubrukan mobil, rusaknya rumah, hilangnya keuntungan, keluarnya ongkos barang dan sebagainya. 

Immateril, maksudnya bersifat tidak kebendaan. Contohnya : Dirugikan nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, membuang sampah (kotoran) di pekarangan orang lain hingga udara tidak segar pada orang itu atau polusi, pencemaran lingkungan, hilangnya langganan dalam perdagang.

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah contoh-contoh tersebut telah memenuhi ukuran dari kerugian yang diisebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat saja terjadi, karena undang-undang itu sendiri tidak ada mengaturnya. Namun demikian bukan berarti orang yang dirugikan tersebut dapat menuntut kerugian orang lain tersebut sesuka hatinya. Karena ada pendapat yang mengatakan  Hoge Raad berulang-ulang telah memutuskan, bahwa kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, ketentuannya sama dengan ketentuan yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian (Pasal 1246-1248), walaupun ketentuan tersebut tidak dapat langsung diterapkan. Akan tetapi jika penerapan itu dilakukan secara analogis, masih dapat diperkenankan.

Praktek hukumnya, pernyataan di atas dapat dibuktikan kebenarannya, bahwa secara umum pihak yang dirugikan selalu mendapat ganti kerugian dari si pembuat perbuatan melawan hukum, tidak hanya kerugian yang nyata saja, tetapi keuntungan yang seharusnya diperoleh juga diterimanya. Dengan demikian, kerugian yang dimaksud pada unsur kedua ini, dalam prakteknya dapat diterapkan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian. Walaupun penerapan ini hanya bersifat analogi. Namun tidak menutup kemungkinan terlaksananya penerapan ketentuan tersebut terhadap perbuatan melawan hukum. Alasannya, karena tidak adanya pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang tentang hal tersebut.

Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan 

Kesalahan dalam uraian ini, ialah perbuatan yang disengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan atau yang perbuatan itu melawan hukum (onrechtmatigedaad). Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-hal itu dikira-dira. Dapat dikira-kira itu harus diukur secara objektif, artinya manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu perbuatan seharusnya dilakukan/tidak di lakukan.

Perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang sengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan. Kesalahan dalam unsur ini merupakan suatu perbuatan yang dapat dikira-kira atau diperhitungkan oleh pikiran manusia yang normal sebagai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian, melakukan atau tidak melakukan dapat dikategorikan ke dalam bentuk kesalahan. 

Pendapat lain yang menyatakan bahwa "kesalahan itu dapat terjadi, karena : disengaja dan tidak disengaja".
 Tentunya yang dimaksud dengan disengaja dan tidak disengaja dalam pernyataan di atas adalah dalam hal perbuatan. Disengaja dan tidak disengaja berarti kesalahan itu dapat terjadi dan dilakukan akibat dari suatu kelalaian. Jika kelalaian dapat dianggap suatu unsur dari kesalahan, maka menurut pandangan hukum, kodrat manusia sebagai makhluk yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kesilapan, merupakan satu pedoman dasar di dalam menentukan bahwa perbuatan itu termasuk ke dalam suatu perbuatan yang melawan hukum dan tidak dapat dipungkiri lagi. Tetapi di dalam kenyataannya, kenapa masih banyak orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dapat menghindari dirinya dari tuduhan dan gugatan tersebut dalam arti mengingkari perbuatan melawan hukum yang ditunjukkan kepadanya. 

Perbuatan yang memang disengaja, berarti sudah ada niat dari pelakunya atau si pembuat. Tetapi jika perbuatan itu tidak disengaja untuk dilakukan, dalam arti unsur kesilapan, suatu contoh dalam hal pembayaran harga barang dalam jual beli tanah yang dilakukan si pembeli, apakah si pembeli dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, menurut pendapat di atas. Atau seorang kasir pada suatu bank, yang silap melakukan perhitungan terhadap rekening si nasabah. Apakah perbuatan si kasir tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan dan kepadanya dapat digugat Pasal 1365 KUHPerdata tersebut.

Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal.

Pasal 1365 KUHPerdata, hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahaannya menimbulkan kerugian. Kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugiaan itu merupakan akibat dari perbuatan. Hal yang menjadi masalah di sini, apakah kerugian itu merupakan akibat perbuatan, sejauhmanakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan. Apakah pendapat tersebut tidak bertentangan dengan hukum alam, yang menyatakan bahwa terjadinya alam ini, mengalami beberapa proses yang 

Hubungan kausalitas  tersebut terdiri dari beberapa  sebab  yang merupakan  peristiwa,  sehingga kerugian  bukan hanya disebabkan adanya  perbuatan,  tetapi   terdiri dari beberapa syarat dari perbuatan. Hubungan kausalitas  antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. 
Hubungan kausalitas tersebut tidak termasuk ke dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum disebabkan tidak terdapatnya hubungan kausalitas tersebut di dalam pengertian Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga sarjana tersebut hanya melihat hal-hal yang jelas dan nyata saja dari bunyi pasal tersebut, dalam arti ia hanya melihat hal-hal yang tersurat. Sedangkan hubungan kausalitas menurut pendapat sarjana yang lain, itu merupakan hal yang tersirat. Sehingga tidak perlu disebutkan sebagai salah satu unsur.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh para sarjana di atas mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi penjelasan dan penegasan terhadap kriteria-kriteria dari suatu perbuatan yang melawan hukum yang tujuannya menerangkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Subjek Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Marheinis Abdulhay bahwa "yang  dinyatakan bersalah adalah subjek hukum atau orang (person), karena subjek diakui mempunyai hak dan kewajiban".
 Setiap ada perbuatan dalam pergaulan masyarakat, baik perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang lain maka harus ada pelakunya. Pelaku inilah yang melakukan perbuatan, dan untuk menilai perbuatan ini baik atau salah maka diperlukan atau digunakan hukum atau norma.

Perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang adalah karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain. Semua ini tujuannya untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan sebagai pendukung hak dan kewajiban, bukan saja manusiawi tapi badan hukum juga termasuk di dalamnya. Badan hukum  sebagai subjek hukum, maka badan hukum juga dapat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sehingga padanya dapat juga dimintakan pertanggungjawaban.

Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Berdasarkan ketentuan pasal di atas, pembentuk Undang-Undang tidak menggunakan istilah perjanjian tetapi memakai kata persetujuan. 

Menurut para sarjana, antara lain Abdul Kadir Muhammad bahwa rumusan perjanjian dalam KUHPerdata itu kurang memuaskan, karena mengandung beberapa kelemahan yaitu. 

Hanya menyangkut sepihak saja

Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak.

Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsesus

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan  melaksanakan tugas tanpa kuasa (zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang tidak mengandung konsesus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan”.

Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut di atas terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal. 

Tanpa menyebut tujuan

Dalam perumusan pasal itu tidak di sebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri tidak jelas untuk apa.
 
Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian adalah “hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum”.
  M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah “hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.

R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai  harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Berdasarkan pengertian perjanjian tersebut di atas, maka diketahui bahwa unsur-unsur yang membentuk pengertian perjanjian adalah :

Terdapatnya para pihak yang berjanji;

Perjanjian itu didasarkan kepada kata sepakat / kesesuaian hendak;

Perjanjian merupakan perbuatan hukum atau hubungan hukum;

Terletak dalam bidang harta kekayaan;

Adanya hak dan kewajiban para pihak;

Menimbulkan akibat hukum yang mengikat.

Berdasarkan 6 (enam) unsur tersebut ada hal yang perlu diperjelas, misalnya perubahan konsep perjanjian yang menurut paham KUHPerdata dikatakan perjanjian hanya merupakan perbuatan (handeling), selanjutnya oleh para sarjana di sempurnakan menjadi perbuatan hukum dan perkembangan terakhir dikatakan sebagai hubungan hukum. 

Sudikno Mertokusumo menjelaskan perbedaan perbuatan hukum dan hubungan hukum yang melahirkan konsep perjanjian sebagai berikut : bahwa perbuatan hukum (rechtshandeling) yang selama ini di maksudkan dalam pengertian perjanjian adalah satu perbuatan hukum bersisi dua (een tweezijdigerechtshandeling) yakni perbuatan penawaran (aanbod) dan penerimaan (aanvaarding). Berbeda halnya kalau perjanjian dikatakan sebagai dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi satu (twee eenzijdige rechtshandeling) yakni penawaran dan penerimaan yang didasarkan kepada kata sepakat antara dua orang yang saling berhubungan untuk menimbulkan akibat hukum, maka konsep perjanjian yang demikian merupakan suatu hubungan hukum (rechtsverhoudingen). 

Sehubungan dengan perkembangan pengertian perjanjian tersebut, Purwahid Patrik menyimpulkan bahwa “perjanjiian dapat di rumuskan sebagai hubungan hukum antara dua pihak dimana masing-masing melakukan perbuatan hukum sepihak, penawaran dan penawaran”.

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum yang terletak di dalam lapangan hukum harta kekayaan  diantara dua orang atau lebih yang menyebabkan pihak  yang satu  berhak  atas  sesuatu  dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk melakukan atau memberi  sesuatu.  Atau dengan  kata  lain  pihak  yang  mempunyai  hak  disebut kreditur sedangkan pihak yang  mempunyai   kewajiban disebut debitur.

Jelaslah bahwa yang menjadi  subjek  perjanjian adalah  kreditur  dan debitur. Perjanjian  itu  tidak hanya  harus  antara seorang debitur dengan seorang kreditur   saja,  tetapi  beberapa   orang kreditur berhadapan  dengan seorang debitur atau sebaliknya. Juga jika pada mulanya kreditur terdiri dari beberapa orang  kemudian yang tinggal hanya  seorang  kreditur saja berhadapan dengan seorang debitur juga tidak menghalangi perjanjian itu.

Berdasarkan perumusan perjanjian, maka suatu perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Ada pihak-pihak minimal dua pihak :

Dikatakan pihak bukan orang karena mungkin sekali dalam suatu perikatan terlibat lebih dari dua orang, tetapi pihaknya tetap dua.

Ada persetujuan antara para pihak, mengenai :

Tujuan;

Prestasi;

Bentuk tertentu lisan/tulisan;

Syarat tertentu yang merupakan isi perjanjian.

Subjek dan Objek Perjanjian

Subjek perjanjian adalah “pihak-pihak yang terkait dengan suatu perjanjian. KUHPerdata membedakan tiga golongan yang tersangkut pada, yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian, ahli waris mereka dan pihak ketiga”.
 Subjek perjanjian terdiri dan orang dan badan hukum, dan dalam perjanjian, para pihak dibagi menjadi kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas sesuatu (prestasi) dan pihak debitur, dan debitur bekewajiban memenuhi sesuatu kepada pihak kreditur. 

Badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan Badan Usaha Koperasi. sebagai subjek hukum dapat bertindak sebagai manusia. Dalam pembuatan perjanjian, jika badan hukum bertindak sebagai subjek hukum, maka harus diwakili oleh orang atau manusia. Manusia sebagai wakil itu harus bisa bertindak melakukan perbuatan hukum sesuai Pasal 1330 KUHPerdata.

Objek bukti adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, dan yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Prestasi adalah kewajiban salah satu pihak dan pihak lain berhak untuk menuntut hal itu. Dalam perjanjian, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan dalam melakukan perbuatan itu debitur harus mematuhi semua ketentuan dalam perjanjian, debitur bertanggungjawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Objek dari perjanjian atau prestasi harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut dikatakan wanprestasi. Namun, hal tesebut dapat dikecualikan dalam hal memaksa atau overmacht, dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya karena sebab diluar dirinya seperti meninggal dunia, bencana alam, kecelakaan, dan lain-lain. “Objek perjanjian tidak boleh samar- samar sebab, objek perjanjian yang jelas dapat memberikan jaminan kepada para pihak pembuat perjanjian dan mencegah perjanjian yang fiktif”.

Syarat Sahnya Suatu Perjanjian 

Keberhasilan suatu bisnis yang menjadi tujuan akhir para pihak hendaknya senantiasa memperhatikan aspek kontraktual yang membingkai aktivitas bisnis tersebut. Dengan demikian, bagaimana agar bisnis berjalan sesuai dengan tujuan akan berkorelasi dengan struktur kontrak yang dibangun bersama. “Kontrak akan melindungi proses bisnis para pihak apabila pertama-tama dan terutama kontrak tersebut dibuat secara sah karena hal ini menjadi penentu proses hubungan hukum selanjutnya.

Membicarakan tentang saat lahirnya perjanjian, maka  tidak terlepas dari asas konsensualisme. Konsensual (konsensualisme) artinya kesepakatan, persesuaian kehendak. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai  suatu persesuaian kehendak. Artinya  apa  yang dikehendaki  oleh pihak yang satu juga dikehendaki  oleh pihak lainnya. Kedua kehendak itu bertemu dalam  sepakat tersebut. 

Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah   pihak  dengan  mengucapkan   perkataan-perkataan setuju  dan lain sebagainya ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah  pernyataan-pernyataan tertulis  sebagai tanda bukti bahwa mereka  kedua  belah pihak menyetujui segala apa yang tertera di atas perjanjian. 

KUHPerdata  menentukan empat syarat yang  harus ada  pada  setiap perjanjian, sebab  dengan  dipenuhinya syarat-syarat  inilah suatu perjanjian itu berlaku  sah.  Adapun keempat syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut adalah:

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak anatara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. 

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Sehubungan dengan syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, terdapat beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan cacad pada kesepakatan tersebut yang dicantumkan dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang berbunyi: Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian dikatakan tidak memenuhi syarat kesepakatan kehendak apabila terdapat unsur-unsur antara lain: 

Kekhilafan 

Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kekhilafan mengenai orang terjadi misalnya jika seorang direktur opera membuat kontrak dengan orang yang dikiranya sebagai penyanyi tersohor, tetapi kemudian ternyata bukan orang yang dimaksud, hanya namanya saja yang kebetulan sama. Kekhilafan mengenai barang terjadi misalnya jika orang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian hanya turunan saja. 

Paksaan

Dimaksud dengan paksaan ialah kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan pada seseorang sehingga ia membuat perjanjian. Jadi, bukanlah paksaan dalam arti absolut, misalnya seseorang yang lebih kuat memegang tangan seseorang yang lebih lemah dan membuat ia mencantumkan tanda tangan pada sebuah perjanjian sebab dalam hal yang demikian itu perjanjian sama sekali tidak terjadi.

Penipuan

Penipuan dalam suatu kontrak adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain dalam kontrak tersebut telah menandatangani kontrak tersebut, tipu muslihat yang dimaksud di sini haruslah bersifat substansial. Pihak yang menipu bertindak aktif untuk menjerumuskan lawan baik dengan keterangan palsu maupun tipu muslihat lainnya dan pihak yang merasa tertipu harus mampu membuktikannya untuk pembatalan perjanjian.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Cakap untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdata adalah: Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Dimaksud dengan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata bahwa tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: 

Orang-orang yang belum dewasa; 
Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 
Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undangundang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
Suatu hal tertentu.

Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya unsur suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu adalah objek dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (bepaald onderwerp) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan.

Beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang (KUH Perdata) terhadap objek tertentu dari perjanjian, khususnya jika objek perjanjian tersebut berupa barang adalah:

Barang yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan. Pasal 1332 KUH Perdata ditentukan bahwa: Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Barang-barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan karena lazimnya barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang di luar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan obyek perjanjian.

Pada saat perjanjian dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung.Menurut Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdata bahwa: Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada di kemudian hari. Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata, ditentukan bahwa: Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Suatu sebab yang halal.

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai sebab (causa), tetapi menurut Yurisprudensi yang ditafsirkan dengan causa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Dalam Pasal 1335 KUHPerdata, dinyatakan bahwa: Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Pembentuk undang-undang mempunyai pandangan bahwa perjanjian-perjanjian mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Yang dimaksud dengan sebab yang terlarang dalam Pasal 1337 KUHPerdata adalah: Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan.
Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut  di atas,  kedua  syarat pertama yaitu sepakat  mereka  yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat  perjanjian dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat  tersebut mengenai subjek perjanjian. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan dirinya atau tidak memenuhi kecakapan untuk membuat perikatan, perjanjian tidak sah dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar). Perjanjian yang tidak memenuhi suatu hal tertentu atau tidak memenuhi suatu sebab yang halal, perjanjian adalaj batal demi hukum (van rechtswege nietig).  

Perjanjian yang dibuat secara sah yaitu  memenuhi  syarat-syarat Pasal 1320  KUHPerdata  berlaku  sebagai  Undang-Undang  bagi  para  pihak  yang membuat  perjanjian. Artinya pihak-pihak harus  mentaati isi  perjanjian  seperti mereka  mentaati  Undang-Undang sehingga melanggar perjanjian yang mereka buat  dianggap sama  dengan  melanggar undang-undang.  Perjanjian  yang dibuat  secara sah mengikat pihak-pihak  dan  perjanjian tersebut  tidak boleh ditarik kembali  atau  membatalkan  harus   memperoleh  persetujuan  pihak  lainnya.

Tinjauan Tentang Jual Beli

Pengertian Jual Beli

Pasal 1457 KUHPerdata disebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata tersebut dapat dilihat unsur-unsur dari perjanjian jual beli yaitu adanya penyerahan suatu benda dan pembayaran harga dari benda yang diserahkan. Dengan demikian jika tidak terlaksana penyerahan benda dan pembayaran akan harga benda maka dianggaplah perjanjian jual beli itu tidak pernah ada.

Berdasarkan pengertian yang diberikan Pasal 1457 KUHPerdata di atas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu : 

Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. 

Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.
 

R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan penjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan pembeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda koop en ver koop yang satu ‘verkoop’ (menjual) sedangkan yang lainnya koop (membeli).

Menurut Salim H.S, perjanjian jual beli adalah “suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli”.
 Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.

“Perjanjian jual beli itu termasuk ke dalam jenis perjanjian timbal balik, dan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli”.
  Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik yang berarti masing-masing pihak mempunyai kewajiban sebagai akibat yeng diperbuatnya. Adapun penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya dan sekaligus berpihak atas pembayaran dari si pembeli.

Berdasarkan   Pasal   1233  KUHPerdata   dapat diketahui  bahwa perikatan dibagi menjadi  dua  golongan besar yaitu : 

Perikatan-perikatan  yang bersumber  pada  persetujuan (perjanjian);

Perikatan-perikatan   yang  bersumber  pada   Undang-Undang.

Pasal 1352 KUHPerdata terhadap perikatan-perikatan yang bersumber pada Undang-Undang dibagi menjadi dua golongan yaitu :

Perikatan-perikatan  yang  bersumber  pada   Undang-Undang,  timbul  dari Undang-Undang saja  atau  dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang;

Perikatan-perikatan yang bersumber pada Undang-Undang berdasarkan perbuatan seseorang manusia. 

Menurut Pasal 1353 KUHPerdata perikatan tersebut di atas  dapat  dibagi lagi menjadi dua macam  atau  dua golongan yaitu sebagai berikut :

Perikatan-perikatan  yang bersumber  pada  Undang-Undang berdasarkan perbuatan seseorang yang tidak melanggar hukum. Misalnya sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1354  KUHPerdata  yaitu tentang mengurus  kepentingan orang lain  secara  sukarela dan  seperti  yang diatur dalam  Pasal  1359  KUHPerdata tentang pembayaran yang tidak diwajibkan;

Perikatan-perikatan  yang bersumber  pada  Undang-Undang berdasarkan  perbuatan   seseorang   yang melanggar  hukum.  Hal ini diatur di  dalam  Pasal 1365 KUHPerdata.

Mengenai saat terjadinya perjanjian jual beli dapat dilihat pada Pasal 1458 KUHPerdata bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak. Seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Adanya ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata ini bisa dilihat bahwa unsur yang paling utama adalah persamaan kehendak diantara penjual dengan si pembeli tentang benda dan harga. Jadi tidak boleh mengandung unsur paksaan (dwang) ataupun unsur penipuan (bedrog) yang dapat mengakibatkan cacat hukumnya perjanjian tersebut.

Unsur dalam Jual Beli

Unsur yang terkandung dalam perjanjian jual beli adalah :

Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;

Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga;

Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.
 

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi  jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan  atau biasa disebut unsur naturalia.

Walaupun telah terjadi persesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti proses penyerahan (levering) benda yang tergantung kepada jenis bendanya yaitu : 

Benda Bergerak 

Penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata dan kunci atas benda tersebut. 

Piutang atas nama dan benda tak bertubuh 

Penyerahan akan piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan. 

Benda tidak bergerak 

Untuk benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan dengan pengumuman akan akta.
 

Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Jual Beli 
Hak dan kewajiban yang dimaksud di sini adalah hak dan kewajiban pihak pembeli dan pihak penjual dalam suatu perjanjian jual beli. Sehubungan dengan hak dan kewajiban yang dimaksud adalah merupakan suatu akibat dari diadakannya persetujuan jual beli yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan kata lain, dipenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian jual beli yang mempunyai sifat obligatoir, maka akan timbul akibat hukum berupa adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian jual beli tersebut.

Hak dan kewajiban penjual 

Menyerahkan hak milik atas barang yang diiperjual belikan 

KUHPerdata mengenal tiga jenis benda yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh maka penyerahan hak miliknya juga ada tiga macam yang berlaku untuk masing-masing barang tersebut yaitu :

Penyerahan benda bergerak 


Mengenai penyerahan benda bergerak terdapat dalam Pasal 612 KUHPerdata yang menyatakan penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada. 

Penyerahan benda tidak bergerak 


Mengenai penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 616-620 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. 

Penyerahan Benda Tidak Bertubuh 


Diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris atau akta di bawah tangan yang harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen. 

Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.
Perjanjian jual beli ini pihak penjual berkewajiban terhadap kedua kewajiban itu dengan berpedoman pada Pasal 1491 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram, kedua terhadap adanya cacat-cacat tersembunyi atau yang menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.

Menurut Pasal 1504 KUHPerdata disebutkan bahwa penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijual yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian sehingga pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Tetapi jika cacat yang dimaksudkan jelas kelihatan oleh pembeli pada saat perjanjian diadakan, maka penjual tidak akan menanggungnya, tetapi jika cacat itu adalah cacat tersembunyi, maka penjual yang akan bertanggung jawab atau menjaminnya. 

Hak dan Kewajiban Pembeli

Pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis. Ada 3 (tiga)  kewajiban pokok pembeli yaitu sebagai berikut :

Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh penjual;
Membayar harga barang sesuai dengan kontrak;

Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak.

Kewajiban pembeli untuk membayar harga barang termasuk tindakan mengambil langkah-langkah dan melengkapi dengan formalitas yang mungkin dituntut dalam kontrak atau oleh hukum dan peraturan untuk memungkinkan pelaksanaan pembayaran. Tempat pembayaran di tempat yang disepakati kedua belah pihak.

Kewajiban pihak pembeli adalah : 

Membayar harga barang yang dibelinya sesuai dengan janji telah dibuat;

Memikul biaya yang ditimbulkan dalam jual beli, misalnya ongkos antar, biaya akta dan sebagainya kecuali diperjanjikan sebaliknya.
 

Hak dan kewajiban penjual pada pokoknya adalah berhak atas harga penjualan sebesar yang diperjanjikan, serta berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dijualnya serta menanggung pemilikannya atas gangguan pihak ketiga secara terus menerus. Sebaliknya dengan pembeli yang mempunyai kewajiban utama untuk membayar harga pembelian barang yang dibelinya sebesar yang dijanjikan pada waktu dan tempat yang diperjanjikan, serta mempunyai hak pokok yaitu untuk memperoleh hak milik atas barang yang dibelinya dari pembeli serta memperoleh jaminan dari penjual atas gangguan pihak lain.
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